BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 400 /F-04/ XII/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2013
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, menegaskan
bahwa untuk pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil
Bupati disediakan biaya penunjang operasional;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Besaran Biaya Penunjang
Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran
2021;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44 38); %



5.

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 89);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020
Nomor 11); (f




11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2013
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 18);

12, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020
Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Penetapan Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati
dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan
pembagian alokasi, Bupati 60% (enam puluh persen) dan
Wakil Bupati 40% (empat puluh persen}, dengan proporsi
pembagian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini;

KEDUA : Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil
Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
dihitung berdasarkan Penetapan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan
pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2021;

KEEMPAT 1 Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari
2021, ‘}b

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Desember 2020
PATI LUWU TIMUR,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 399 /F-04/XI1/TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA
PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2021.

PROPORSI PEMBAGIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2021

NO BESARAN BIAYA OPERASIONAL/BULAN
1 | BUPATI = 60% x Rp600.000.000,00 : 12 Bulan
= Rp30.000.000,00
o | WAKIL BUPATI = 40% x Rp600.000.000,00 : 12 Bulan
. = Rp20.000.000,00

STEMPEL PARAF KOORDINAS]
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERZ'S
KABUPATEN LUWU TIMUR

.BUPATI LUWU TIMUR,

- TELAH DIPERIKSA PARA!
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